~ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

KETIGA:
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na-
| sional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Dik-
tum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi na-
sional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
+ ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

KELIMA:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2016 -
MENTERI KETENAGAKERJAAN
| KEEMPAT: REPUBLIK INDONESIA

Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia ttd.

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaiji M. HANIF DHAKIR!
| ulang setiap 5 {lima) tahun atau sesuai dengan kebu-
. tuhan. { BN )

| PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG
. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU

LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 22/M-IND/PER/3/2016, |
tanggal 22 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER!I PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

sia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran |

Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega- |
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 8); !
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perindustrian {Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54};
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pen-
gangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Ta-

i Menimbang :

' a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan,

| pengembangan, pembinaan, dan penumbuhan @ 3.
industri kendaraan bermotor, sesuai dengan
perkembangan teknologi industri, perlu men-
gubah ‘Peraturan Menteri Perindustrian Nomor | 4.
34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendara-
an Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri

1.

Sepeda Motor;

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indone-

hun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah

IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Ta- |
! dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Per- . hun 2015;
[ © aturan Menteri Perindustrian tentang Peruba- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-
i han Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian . IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan
Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor sebagaimana telah beberapa kali:
Industri Sepeda Motor; ' diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perin- |
dustrian Nomor 73/M-IND/PER/9/2015; |
Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M- |



_PENGUML

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015

TENTANG INDUSTR! KENDARAAN BERMOTOR
. RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA
| MOTOR.

Pasal |
Ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Indus-
tri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan
Industri Sepeda Motor sebagaimana telah beberapa
| kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nemar 73/M-IND/PER/9/2015 diubah men-
jadi sebagai berikut:
Pasal 37
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tang-
gal 23 September 2016.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

UMUMAN/PE PERATURAN PEMERINTAH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah- |

kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. g
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 4471

{ BN )

PERWAKILAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL DI LUAR NEGERI

(Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.l
Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 5 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
| a. bahwa -untuk mendukung pelaksanaan tugas
| dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal,
telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal Nomer 2/P/2009 tentang
Penempatan Pejabat Promosi Investasi Badan

Koordinasi Penanaman Modal di Luar Negeri dan |

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Panduan

i
Pejabat Promosi Investasi dan Pembantu Pejabat
Promosi Investasi yang ditampatkan pada Indo-
nesia Investment Promoticn Centre;

b. bahwa untuk lebih mengefektifkan promosi in-

vestasi dan perwakilan Badan Koordinasi Penana- |

man di luar negeri perlu menyempurnakan pen-
gaturan mengenai perwakilan Badan Koordinasi
Penanaman Modal di luar negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang
perlu menetapkan Peraturan. Kepala Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal tentang Perwakilan
Badan Koordinasi Penanaman Modal di Luar Neg-
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